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LEMBARAN .DAERAH
KABUPATEN REMBAKNG

NOMOR : 1 TAHUN 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG
NOMOR : 8 TAHUN 1975

TENTANG :
PAJAK - ANJING.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

Mengingat

L
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2,

3.

bahwa selaras dengan masa pembangunan
dewasa ini yvang membutuhkan keuangan-
tidak sedikit, maka perlu menggali sum-
ber-sumber untuk maksud diatas ;

bahwa Peraturan Daersh Kabupaten Rem-
bang ientang pemungutan dam penagihan
Pajak Anjing tanggal : 25 Juni 1954 disah-
kan oleh Dewan Pemerintah Daerah Pro-
pinsi Jawa Tengah dengan surat keputusan
tanggal 26 Oktober 1855 No. U. 72/2/15
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Ja-
wa Tengah tanggal 30 Nopember 1855
Tambahan Seri C. No. 56 dengan segala
rangkaian dan perubahannya dipandang
sudah tidak lagi dengan alam pembangun-
an sekarang, maka perlu diperbaharui se-
suai dengan perkembangan keadaan se-
karang.-

Undang-undang No. 5 Tahun 1874 ;
Undang-undang No. 13 Tahun 1850 jo. Pe-
raturan Pemerintah No. 32 Tahun 1850 ;
Undang-undang 11/Drt. Tahun 1957.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.— !

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK
ANJING.

Pasal 1.

Didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diada-
kan pemungutan pajak dengan nama Pajak Anjing atas pe-
milik/pemelihara anjing.

Pasal 2,
(1) Anjing-anjing yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan
Daerah ini dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

a. Anjing mewah/ras ;
b. Anjing biasa ;

(2) Yang dikenakan pajak ialah anjing-anjing tersebut dalam

pasal ini yang telah lepas menyusu.-

Pasal 3.

(1) Tahun pajak mulai pada tanggal 1 Januari dam berakhir
pada tanggal 3] Desember ;

(2) Besarnya pajak ditetapkan bagi :

a. Anjing mewah/ras dikenakan pajak sebesar Rp 500,-.

(lima ratus rupiah) per ekor, per tahun ;
b. Anjing biasa dikenakan pajak sebesar Rp 200,- (dua
ratus rupiah) per ekor, per tahun.-

Pasal 4,

- Yang diwajibkan membayar pajak ialah pemilik/peme-
hara anjing di tempat-tempat dalam Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang.

Pasal 5,

(1) Yang tidak dikenakan pajak ialah anjing-anjing :
a. yang bslum mempunyai taring tetap ;
b. yang dipergunakan untuk tugas-tugas kepolisian ;
(2) Untuk tahun pajak yang berjalan, buat anjing-anjicg yang

pajaknya telah dibayar, jika terjadi pergantian pemilik/-

pemelihara, tidak dikenakan pajak lagi asal saja pemi-
lik/pemelihara yang baru dalam waktu satu bulan mela-
porkan kepada Bupati Kepala Daerah, bahwa ia menjadi
pemilik baru, dan menunjukkan surat tanda pembayar=-
an pajaknya untuk tahun itu.
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Pasal 6.

Untek seseker anjing pajek dipungut untuk satu tahun
penuh dengan tidak dapat dikvrangi meskipun anjingnya
pindah keluar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,
dipindah tangankan/mati.-

Pasal 7.

(1) Mereka yang pada fanggal 1 Januari dari tahun pajak
berkewsjiban membsayar pajak, sebelum t3l. 1 Pebruari
ciharuskan memberitahukan kepada Pegawal yang di-
tunjuk oleh Bupati Kepala Daerzh ;

(2) Mereka yeng setelah targgzal 1 Pebruari dari suatu tahun
pajak menurut peraturan daerah ini menjadi wajib pajak,
diharusksn delam 14 hari melaprorkan kepada Pegawai
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Paszl 8.

(1) Pegawai tersetut dalam paszl 7 ayat (1) mengadakan
buku dsftar untuk tiap-fiap tehun pajak dslam buku mana
dicstal nema dan nama kecil deri pemilik/pemelibara,
targgal melzporkan jumleh anjing, jenis anjing jantan/
betina, warna anjing. dan tanda-tanda istimewa dari an-
jing-aniing yang dilaporkan beserta momor pening yang
diberikan, Laporan laporan dimasakkan dalam buku daftar
denzan romor urut.

(2) Contoh dari buku daftar ditstapkan oleh Bupail Kepala
Daerah.

‘_P.asal 9,

Pajak harus dibayar bersama-sama dergan laporan
sebagaimana tersetut pasal 7 dengan mendapat pening.-

Pasal 10,

(1) Contoh dari peniag yang dikeluarkan untuk tiap-tiap
tahun diterntukan oleh Bupeti Kepala Daerah ;

(2) Tiap-tiap pening memakal nomor sendiri-sendiri ;

(3) Pemilik anjing diwsajibkan metgalungkan pening anjing
tersebut dengan terang pada leher anjing ; ’

(4) Pada waktu laporan dan pemberian pening tersebut

pasal 9, pering yang lama harus diserahkan kembali
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dan jika tidak dissrahkan kemball maka harus memba-
var dengan biava tambahaa sebesar Rp 200,- (dua ratus
rupiah) ;

Pening berlaku mulai dari saat pemberiannya sampai
dengan penghabisan bulan Januari dari tahun berikuinya ;
Jika pening hilang, maka satu kali dalam satu tahun pa-
jak diberikan pening lain dengan membayar Rp 200,-
(dua ratus rupiah) pemberian pening rpengganiian ini
dicatat juga dalam buku daftar tersebut pada pasal 8
dengan diterangkan nomor pening yang baru diberikan

TaL Pasal 11,

Dengan tidak mengurangi apa yang tercantum dalam

pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) dapat dihukum dengan

hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukum-
an denda setinggi-tingginya Rp 1.000,- ( seribu rupiah)
demikian juga bagi :

a. pemilik/pemelihara anjing yang anjingnya tdak ms-
makal pening menurut cara tersebut dalam pasal 10
ayat (3) kecuali jika ternyata bahwa pening itu hilang
dan pemilik/pemelihara tidak - tahu memahu tentang
hilangnya pening ifu.-

b. pemilik/pemelihara anjing yang melaporkan tidak pada

" waktunya sebagaimana tersebut pada pasal 7 ;

c. pemilik/pemelihara anjing yang memberikan 1aporan
palsu tentang banyaknya anjing yang dipslihara/di-
milikinya ;

d. mereka yang mengalungkan pening yang diberikan
menurut ketentuan dalam Peraturan Daerzh ini pada
anjing lain dari pada yang tercatat dalam waktu pem—
berian pening itu..

Anjing yang bersangkutan dengan pelanggaran terse-

but pada ayat (1) dapat dirampas.-

Pasal 12

Anjing yang tidak mengenakan pening yang syazh pada
lehernya dapat ditangkap oleh yang berwajib atau yang
bertugas.-

Anjing yg ditangkap menurut ayat (1) pasal ini, dapat di-
serahkan kembali kepada pemilik/pemeliharanya dengan
menunjukkan bukti-bukti yang lengkap, daagan mem-
bayar kerugian ongkos tangkap yang ditantukan oleh
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Bupatl Kepala Daerah, dan juga ongkos pemeliharaan
vang tidak lebih dari Rp 10C,- (seratus rupiah) per hari;

) Jixa dalam tempo 3 (tiga) hari sstzlah penangkapan ii-

Gu( diterima perminta an uan'uk dikembalikan, atau jika
ternyata bahwa yang memajukan permintaan kembali
itu bukan pemilik/pemelinara anjing yang ditangkap atau
iz tidak bsrhak atas nama pemilik/pemeiiharanya uotuk
m=angajukan -permintaan semacam itu, atau jika pada
waktu pemen‘csaan tidak dipenubi syarat-syarat untuk
penerimaan kembail sebcga-rn“na vang tersebut pada
121 (2) pasal ini, maka anjiag yang tslah dltangzcap itu

zpat dibunuh, atau menjadi hak Pemerintah Daerah Ka-

.::aten Rembang.-

epg antian keruglan tidak diberikan kepada pemilik/
melihara anjing yang dibunubh menurut ketentuan pa-

sa’ ini atau yang mendapa. luka pada waktu keteniuan-
ketantian dalam pasal ini dijalankan.-

Pasal 13.

Pengusutan pelanggaran ierhadap Peraturan ini ditugas-
¥an kepada Kepala Dinas Pendapatan Dasrah, Dinas Pe-
k¥zrizan Umum, Kapala Sub Inspekiorat Daerah daa Dinas
Pstarnakan Daerah, Pemerintzh K'—rbupaten Daerah Tingkat

ii Rembang ;

Uctuk mengetahui pelanggcran pelanggaran menurut
pasal 1 Peraturean Daerah ini, pelugas-petugas tersebut
dalzm ayat (1) berhak memasuki {ampat tempat yang di-
¥ira bahwa disitu ada anjing-znjing yang dipelihara, .
s=da g yang mempunyai/menempati atau yang mengu-
aszi tampat tempat itu diwajibkan memberi ijin kepada
petugas-petugas tersebut untuk masuk.-

Psmgas-peiugas tersebut pada ayat (1) pasal ini harus

" mem cu_r berita acara dari semua pelanggaran yang te-

1a% diketahui.-

Pasal 14,
. Pzraturan Dierah ini dinamakan "Peraturan Pajak Anjing
{a-upsten Dasrah Tingkat II Rembang” dan mulai ber-
lak pada hari diundangkan.-

"ak saat mulai berlakunya Perzturan Daerah ini tidak
riaku lagi Peraturan Dsaraih Kabupaten Rembang ten-
7 pemungutan dan penagilan t:a_.ak anjing ditetapkan
gga! 25 Juni 1954 disahkan olesh Dewan Pemerintah
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Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan surat Keputuszn
targgal 25 Oxtcber 1235 Ne. U. 72/2/15, diundangkan
dalam Lembarar Propizsi Jawa Tengah tanggal 3J No-
pember 1655 (TGT"‘E 1an Seri C. No. 58) dengan segzla
rengkaian dan peruehannia.

Rembang. 28 Nopember 1875

Dewan Perwakilan Rakyat Dz=arah Bupati Kepala Dasrah Tingkat Il
Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang : Rembang,
Ketus,
( H. NOERSALAM ) ( Drs SOEHARJONO )

NIP. 010022882.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat keputusan tanggal 12
April 1977 Nomor: PEM.10/18/13-81 .-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat 1l Rembang pada tznggal
1-2-1977 No. 1 Seri A,
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun
No. )
Sekretaris Daerah,

( Drs SOEHOED )
NIP, 500031986.

Diundangkah berdasarkan Undang undang
Darurat No. 11 tahun 19857 pasal 12 (5)
jo pzsal 69 ayat (2) Undang-undang No.5
Teahun 1974 padatanggal 1 Pebruari 1977.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. SOEHOED)
NIP. 500031986.




